Menimbang :

Mengingat

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

I

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib
mengajukan rancangan Peraturan -Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama ;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah
sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan terhadap Evaluasi Rancangan -
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan
Rancangan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

. 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 1);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang—Uéldang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2019;

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
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18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor S0/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/ PMK.07/2018 tentang
Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
menurut Daerah Provinsi /Kabupaten/ Kota pada tahun 2018;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan
Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2)s

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019

 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018

Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Menetapkan :

dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.




Pasali

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

a. Penndapatan Daerah Rp. 2.821.840.865.892,92
b. Belanja Daerah Rp. 2.815.637.215.762.88
Surplus/(Defisit) Rp. 6.203.650.129,04

c. Pembiayaan Daerah :
1). Penerimaan Pembiayaan Rp. 30.000.000.000,00
2). Pengeluaran Pembiayaan Rp. 36.203.650.129,04

Pembiayaan Netto Rp. (6.203.650.129,04)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. 0,00
&
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 227.483.295.226,00

b. Dana Perimbangan Rp. 2.055.518.061.953,00 |

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 538.839.508.713,92 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri I
dari jenis Pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah Rp. 80.103.179.217,00
b. Hasil Retribusi Daerah Rp. 12.941.815.126,00 '
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang dipisahkan | Rp. 17.107.234.330,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 117.331.066.553,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  Rp. 1.083.166.003.953,00
b. Dana Alokasi Umum Rp. 686.250.571.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 286.101.487.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Rp. 108.422.439.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
: Dan Pemerintah Daerah lainnnya Rp. ' 157.705.942:713,92
c. Pendapatan Lainnya Rp. 272.711.:127.000,0
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung ’ Rp. 1.278.518.286.131,88
b. Belanja Langsung Rp. 1.537.118.929.632,00




(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 795.380.660.046,66
b. Belanja Bunga Rp. 6.900.000.000,00
c. Belanja Subsidi Rp. 4.913.130.000,00
d. Belanja Hibah Rp. 44.595.035.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.979.800.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/

| kota dan Pemerintah Desa Rp. 9.304.499.434,30

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Rp. 383.445.161.650,92
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 30.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai Rp.  15.712.207.710,00

b. Belanja Barang Jasa Rp. 826.101.334.025,00

c. Belanja Modal Rp. 695.305.387.897,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 30.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 36.203.650.129,04

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis Pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya Rp. 30.000.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dari pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 29.925.134.000,00
b. Pembayaran Pokok Hutang Rp. ©.278.516.129,04

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran 1| Ringkasan APBD;

b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;




(3)

(6)

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
Lampiran VII Daftar Piutang daerah;
. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah ;

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang

Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran ini;

Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ;
. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Ogligasi daerah.
Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan
pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten
Muara Enim dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
dan/atau

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Bupati dapat :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah
Kabupaten Muara Enim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.

Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencairan
dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban
bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan
kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sekurang-kurangnya memenubhi kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;




c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan
masyarakat; dan/atau

d. mengantisipasi kebutuhan mendesak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan
Umum Tahun 2019 yaitu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.

(7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2% Desember 2018

BUPATI MUARA ENIM,
i

AP~~~

Diundangkan di Muara Enim AHMAD YANI
pada tanggal A} Desember 2018 :

SEKPETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,
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HASAI(UDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (13-157/2018)




